ABSTRAK
Kondisi ketenteraman dan ketertiban umum suatu daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Untuk menciptakan kondisi tersebut, diperlukan suatu kebijakan yang dibuat pemerintah dalam membentuk suatu sistem pemerintahan yang baik, seperti pada Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Izin Mendirikan Bangunan. Fenomena yang ada banyaknya bangunan yang tidak memiliki izin karena lemahnya pengawasan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali, permasalahan demikian perlu penanganan tegas dan cepat dengan cara meningkatkan fungsi pengawasan dan penindakan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah  implementasi kebijakan penertiban Izin Mendirikan Bangunan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah. Disamping itu juga dapat mengetahui hambatan apa saja yang muncul dalam implementasi tersebut dan upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang ada. Pada penelitian ini konsep teori yang digunakan merupakan sebuah teori dari Edward III bahwa variable keberhasilan implementasi yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Jenis dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan induktif, yang bertujuan memberikan uraian secara lengkap dan detail mengenai hakekat suatu objek atau konsep yang diamati. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan dokumentasi dengan teknis analisis data berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil analisa dan temuan dalam penelitian ini yaitu kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk mematuhi aturan tersebut. Selain itu kurangnya pengawasan, sosialisasi dan sumber daya manusia, serta keterbatasan penindakan yang tegas oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Izin Mendirikan Bangunan. Diharapkan adanya partisipasi dan kesadaran tinggi serta dukungan baik dari pemerintah maupun dari pihak masyarakat itu sendiri untuk patuh dan disiplin terhadap aturan mengenai IMB tersebut. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 dan menindak lanjuti bangunan-bangunan yang melanggar aturan untuk meningkatkan ketertiban umum.
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ABSTRACT

Conditions of a conducive region’s tranquility and public order is a basic needs for all people to improve the quality of life. To create the condition, it’s required a policy from the government in establishing a good governance system, as in District Regulation of Boyolali Regency Number 6 of 2013 About Building Permit License. The phenomenon that there are many buildings that do not have permission due to the poor supervision from Boyolali’s civil service police Unit, Such problems need to be addressed decisively and quickly by improving the supervisory function and the prosecution of the Boyolali’s Civil Service Police Unit.
This study aims to determine how is the implementation of the policy of controlling the building permit by the Boyolali’s Civil Service Police Unit. Besides can knowing any obstacles that arise in the implementation and what efforts are being made in overcoming the existing obstacles. In this research using the concept a theory from Edward III that have implementation success’s variables there are Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. Type of the research is descriptive with an inductive approach which aims to provide a full description and details about the nature of an object or concept being observed. Data collection techniques are interview and documentation, and than technical data analysis are data reduction, data presentation and conclusions.
Analysis results and findings from this research that is lack of awareness from the people to comply with the rules. Other than there are lack of supervision, socialization and human resources with limitation of firm action by the Boyolali’s Civil Service Police Unit to people who violate the District Regulation of Boyolali Regency Number 6 of 2013 About Building Permit License. Expected participation and high awareness and support from both the government and the people to be obedient and disciplined to that rule. Boyolali’s Civil Service Police Unit expected to carry out their duties in enforcing the District Regulation of Boyolali Regency Number 6 of 2013 and follow up the buildings which are violating to improve public order.
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